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ABSTRAK
Satuan Intelkam yang merupakan bagian dari Kepolisian Resor Kota Bandung adalah lembaga pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan mengenai pelayanan permohonan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), harus memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga dapat mencapai kepuasan pelanggan atau masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pada pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di POLRESTA Bandung, mengetahui Faktor apa saja yang menghambat kualitas pada pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di POLRESTA Bandung dapat berjalan dengan optimal dan kualitas pelayanan public dapat diverifikasi dengan memperhatikan indikator Tangible (wujud fisik tampak), Realiability (Kemampuan dan kehandalan), Responsiveness (kesanggupan dan keinginan), Assurance (jaminan), dan Empathy (ikut merasakan) indikator Tangible (berwujud), Realiability (kehandalan), Responsiveness (Respon/ketanggapan), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati) sudah efektif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi kasus. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Aspek penilaian positif pemohon terhadap pelayanan, penghargaan eksternal, identifikasi peluang dan kendala, serta verifikasi kualitas dengan indikator layanan, prinsip keadilan, dan pelatihan terhadap petugas juga menjadi sorotan. Terdapat sejumlah faktor, termasuk aspek teknis, operasional, penerapan teknologi, serta upaya dan solusi yang diterapkan oleh anggota pelaksana, yang mempengaruhi kualitas pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di POLRESTA Bandung. Evaluasi dari perspektif pemohon SKCK memberikan gambaran positif, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang dilakukan sudah efektif, terbukti dari penilaian sangat baik, data survei kepuasan masyarakat, dan penghargaan dari lembaga eksternal.
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ABSTRACT

The Intelligence and Security Unit which is part of the Bandung City Police is a public service institution that carries out services regarding requests for Police Record Certificates (SKCK), which must provide quality services so that customer or community satisfaction can be achieved. This research aims to analyze the quality of the Police Record Certificate service at POLRESTA Bandung, to find out what factors hinder the quality of the Police Record Certificate service at POLRESTA Bandung from being able to run optimally and the quality of public services can be verified by paying attention to Tangible indicators (visible physical form). ), Realiability (ability and reliability), Responsiveness (ability and desire), Assurance (guarantee), and Empathy (feeling) indicators Tangible (tangible), Realiability (reliability), Responsiveness (response/responsiveness), Assurance (guarantee), and Empathy (empathy) is effective. In this research, researchers used the case study method. Based on the discussion above, it can be concluded that aspects of the applicant's positive assessment of services, external awards, identification of opportunities and obstacles, as well as quality verification with service indicators, principles of justice, and training of officers are also highlighted. There are a number of factors, including technical, operational aspects, application of technology, as well as efforts and solutions implemented by implementing members, which influence the quality of Police Record Certificate (SKCK) services at POLRESTA Bandung. Evaluation from the SKCK applicant's perspective provides a positive picture, showing that the quality of public services provided is effective, as evidenced by very good assessments, community satisfaction survey data, and awards from external institutions.
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RINGKESAN

Satuan Intelijen dan Kaamanan anu mangrupa bagian ti Polda Kota Bandung mangrupa lembaga palayanan publik anu ngalaksanakeun palayanan ngeunaan pamenta Sertifikat Catatan Polisi (SKCK), anu kudu méré palayanan anu berkualitas sangkan kasugemaan nasabah atawa masarakat bisa kahontal. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun nganalisis kualitas palayanan Sertifikat Rekam Polisi di POLRESTA Bandung, pikeun mikanyaho faktor-faktor naon waé anu ngahalangan kualitas palayanan Sertifikat Rekam Polisi di POLRESTA Bandung bisa ngajalankeun sacara optimal sarta kualitas palayanan publik bisa dibuktikeun ku merhatikeun indikator Tangible (wujud fisik anu katempo ), Realiability (kamampuhan jeung reliabilitas), Responsiveness (kamampuhan jeung kahayang), Assurance (jaminan), jeung Empati (perasaan) indikator Tangible (tangible), Realiability (reliabilitas), Responsiveness (Tanggapan). respon/responsiveness), Assurance (jaminan), jeung Empati (empati) éféktif. Dina ieu panalungtikan, panalungtik ngagunakeun métode studi kasus. Dumasar kana sawala di luhur, bisa dicindekkeun yén aspék penilaian positif pelamar ngeunaan jasa, pangajén éksternal, idéntifikasi kasempetan jeung halangan, kitu ogé verifikasi kualitas kalawan indikator layanan, prinsip kaadilan, sarta latihan patugas. Aya sababaraha faktor, di antarana aspék téknis, operasional, penerapan téknologi, ogé usaha jeung solusi anu dilaksanakeun ku anggota pelaksana, anu mangaruhan kana kualitas palayanan Sertifikat Catatan Polisi (SKCK) di POLRESTA Bandung. Evaluasi tina jihat pelamar SKCK méré gambaran anu positip, némbongkeun kualitas palayanan publik anu éféktif, dibuktikeun ku penilaian anu pohara alus, data survéy kapuasan masarakat, jeung pangajén ti lembaga luar.
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PENDAHULUAN 
Dengan adanya lembaga pemerintahanan, pelayanan publik merupakan salah satu fungsi dari pemerintah yang wajib dilakukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat maupun organisais itu sendiri. Pelayanan yang maksimal akan membuat pemerintah berhasil melaksanakan tujuan yang mereka capai dan yang telah ditetapkan. Seiring berkembangnya aman pemerintah juga harus bisa menyesuaikan kinerja pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kinerja yang baik dimulai dari kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Pemerintah juga akan selalu berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang adil, efektif, dan profesional. Oleh karena itu untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik dibutuhkan sosok pelayan masyarakat yang mampu memberikan pelayanan yang prima. 
		Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 18 Tahun 2014, disebutkan bahwa pengertian SKCK Polri adalah sebagai berikut: "Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut." Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan salah satu tugas yang harus dijalankan oleh suatu aparatur pemerintahan. Satuan Intelkam yang merupakan bagian dari Kepolisian Resor Kota Bandung adalah lembaga pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan mengenai pelayanan permohonan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), harus memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga dapat mencapai kepuasan pelanggan atau masyarakat.
	Lambatnya pelayanan, estimasi waktu yang seharusnya selesai dalam 19 menit bisa menjadi beberapa jam bahkan bisa jadi hasilnya selesai keesokan harinya, kurangnya Sumber Daya Manusia, anggota yang mengurus SKCK hanya 5 (lima) orang sedangkan pemohon cukup banyak, prosedure pelayanan berbelit, ,fasilitas yang kurang memadai.
Instansi harus menjadikan kualitas pelayanan menjadi hal terpenting diatas segalanya. Dengan menyediakan kualitas yang baik maka para pelayan sudah mampu satu langkah dalam menerapkan pelayanan yang prima. Pelayanan publik yang prima menunjukkan adanya kepuasan pelanggan dari masyarakat sebagai penerima layanan. Jika hal ini diterapkan maka pemerintah juga selangkah lebih maju dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang selalu ada untuk masyarakatnya. Masyarakat yang puas akan pelayanan pemerintah akan membuat masyarakat lebih mempercayai pemerintah sepenuhnya.

Metode penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif pada dasarnya landasan teoritisnya bertumpu secara mendasar pada fenomenologi dan menggali makna dalam penelitian. 

Hasil dan Pembahasan 
Kualitas pada pelayanan Surat Keterangan Catatatan Kepolisian di POLRESTA Bandung 
Pada hasil wawancara bersama pemohon skck didapatkan beberapa pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan analisis Kualitas Pelayanan SKCK di POLRESTA Bandung antara lain seperti pada pertanyaan mengenai bagaimana menurut Bapak/Ibu Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di POLRESTA Bandung. 
Pemohon SKCK memberikan penilaian sangat positif terhadap kualitas pelayanan SKCK di POLRESTA Bandung. Hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap triwulan menunjukkan nilai stabil antara 87.00 hingga 90.00, masuk dalam kategori sangat baik. Penghargaan dari pihak eksternal seperti Menpan-RB, Kompolnas Awards, dan Ombudsman juga menjadi bukti bahwa pelayanan SKCK dianggap sangat baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Pernyataan ini dapat menjadi acuan positif bagi kepolisian dalam menjaga dan meningkatkan standar pelayanan.
Hasil Survei dan Penghargaan Eksternal diketahui bahwa pemohon SKCK memberikan penilaian sangat positif terhadap kualitas pelayanan SKCK di POLRESTA Bandung. Hasil survei kepuasan masyarakat dan penghargaan dari pihak eksternal (Menpan-RB, Kompolnas Awards, dan Ombudsman) menunjukkan bahwa pelayanan SKCK dianggap sangat baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ini mengindikasikan bahwa pelayanan memiliki kualitas yang diakui dan diapresiasi oleh masyarakat.
Kemudian pada pertanyaan mengenai bagaimana Bapak/Ibu melihat peluang apa saja yang menghambat kualitas pada pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dapat berjalan dengan optimal. Pemohon SKCK mengidentifikasi faktor-faktor atau peluang yang dapat menghambat kualitas pelayanan SKCK, seperti masalah server, keterbatasan fasilitas dan personil, serta keadaan antrian yang menyebabkan beberapa pemohon tidak dapat menyelesaikan proses pada hari yang sama. Identifikasi ini menjadi dasar untuk mencari solusi dan perbaikan dalam optimalisasi pelayanan. Pengelolaan server, peningkatan fasilitas dan personil, serta implementasi nomor antrian dapat menjadi langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas layanan.
Faktor – Faktor apa saja yang menghambat kualitas pada pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dapat berjalan dengan optimal di POLRESTA Bandung 
Hambatan dan Peluang untuk Peningkatan Kualitas diketahui bahwa pemohon SKCK mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat kualitas pelayanan, seperti masalah server, keterbatasan fasilitas dan personil, serta keadaan antrian yang dapat mengakibatkan beberapa pemohon tidak dapat menyelesaikan proses pada hari yang sama. Identifikasi ini menjadi dasar untuk mencari solusi dan perbaikan dalam optimalisasi pelayanan. Pengelolaan server, peningkatan fasilitas dan personil, serta implementasi nomor antrian dapat menjadi langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas layanan.
Kualitas pelayanan public dapat diverifikasi dengan memperhatikan indikator Tangible (berwujud), Realiability (kehandalan), Responsiveness (Respon/ketanggapan), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati) sudah efektif ?
Pemohon SKCK menyatakan bahwa kualitas pelayanan dapat diverifikasi dengan memperhatikan indikator Tangible, Realiability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Meskipun tidak semua indikator harus terpenuhi secara sempurna, jika semuanya terpenuhi, maka akan ada efektivitas dalam pelayanan, meskipun tidak mencapai kesempurnaan. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman realistis bahwa kesempurnaan mungkin sulit dicapai, tetapi fokus pada efektivitas pelayanan tetap menjadi prioritas.
Verifikasi Kualitas dengan Indikator Layanan, diketahui bahwa pemohon SKCK menyatakan bahwa kualitas pelayanan dapat diverifikasi dengan memperhatikan indikator Tangible, Realiability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Meskipun tidak semua indikator harus terpenuhi secara sempurna, fokus pada efektivitas pelayanan tetap menjadi prioritas. Ini mencerminkan pemahaman realistis bahwa kesempurnaan mungkin sulit dicapai, tetapi efektivitas pelayanan tetap menjadi fokus utama.
Kemudian pada pertanyaan mengenai bagaimana penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan? Kenyamanan tempat melakukan pelayanan.
Pemohon SKCK memberikan penilaian positif terhadap penampilan petugas/aparatur, menyatakan bahwa mereka sudah ramah dan memberikan arahan dengan baik sesuai SOP. Penekanan pada ramah dan arahan yang sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) adalah indikasi positif terkait dengan aspek Assurance dan Responsiveness dalam pelayanan. 
Penampilan Petugas/Aparatur dan Kenyamanan Tempat Pelayanan, diketahui bahwa pemohon SKCK memberikan penilaian positif terhadap penampilan petugas/aparatur, menyatakan bahwa mereka sudah ramah dan memberikan arahan dengan baik sesuai SOP. Penekanan pada ramah dan arahan yang sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) adalah indikasi positif terkait dengan aspek Assurance dan Responsiveness dalam pelayanan.
Selanjutnya pada pertanyaan mengenai apakah Bapak/Ibu memiliki saran atau masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di POLRESTA Bandung. Pemohon SKCK memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan SKCK di POLRESTA Bandung. Saran tersebut mencakup peningkatan jumlah server untuk memastikan kelancaran pelayanan, pertimbangan pengadaan alat pembayaran lain, dan implementasi nomor antrian untuk pemohon SKCK. Saran ini dapat menjadi masukan berharga bagi pihak kepolisian dalam usaha meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pemohon SKCK.
Saran untuk Peningkatan Kualitas, diketahui bahwa pemohon SKCK memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan SKCK di POLRESTA Bandung, termasuk peningkatan jumlah server, pertimbangan pengadaan alat pembayaran lain, dan implementasi nomor antrian. Saran ini dapat menjadi masukan berharga bagi pihak kepolisian dalam usaha meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pemohon SKCK.
Lalu pada pertanyaan mengenai apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait dengan pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di POLRESTA Bandung. Pemohon SKCK menyampaikan kepuasannya terhadap pelayanan SKCK di POLRESTA Bandung dan berharap agar pelayanan tersebut terus meningkat dalam hal kualitas dan efisiensi. Pernyataan positif ini mencerminkan pengalaman positif pemohon dan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan standar pelayanan di masa mendatang. Terima kasih ini juga mencerminkan apresiasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian.
Kepuasan dan Harapan ke Depan, diketahui bahwa pemohon SKCK menyampaikan kepuasannya terhadap pelayanan SKCK di POLRESTA Bandung dan berharap agar pelayanan tersebut terus meningkat dalam hal kualitas dan efisiensi. Pernyataan positif ini mencerminkan pengalaman positif pemohon dan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan standar pelayanan di masa mendatang.
Analisis Kualitas Pelayanan SKCK di POLRESTA Bandung berdasarkan hasil wawancara bersama anggota pelaksana yaitu seperti pada pertanyaan berikut  mengenai apakah Bapak/Ibu sudah ada jaminan tepat waktu dalam pelayanan, jaminan biaya dalam pelayanan, jaminan legalitas dalam pelayanan, jaminan kepastian biaya dalam pelayanan. Jaminan tepat waktu telah ditetapkan dengan waktu spesifik, yaitu 19 menit untuk pembuatan SKCK baru dan 12 menit untuk perpanjangan. Jaminan biaya terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 76 tahun 2020, di mana PNBP pembuatan SKCK dihargai sebesar Rp. 30.000,-. Jaminan legalitas dicapai melalui ciri khusus pada dokumen SKCK dan cap asli kepolisian. Jaminan kepastian biaya sudah dapat dipastikan sesuai dengan tarif PNBP, meskipun ada penambahan biaya sebesar Rp. 5.000,- jika pembayaran dilakukan melalui BRI Link. 
Penjelasan anggota pelaksana memberikan gambaran jelas mengenai jaminan yang diberikan dalam pelayanan SKCK di POLRESTA Bandung. Waktu yang ditetapkan, ketentuan biaya, keabsahan legal, dan kepastian biaya menjadi poin-poin yang diuraikan dengan rinci. Ini menciptakan kejelasan bagi pemohon SKCK mengenai apa yang dapat diharapkan selama proses pelayanan.
Lalu pada pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apakah Bapak/Ibu sudah mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan daripada kepentingan pribadi saat jam kerja. Selama jam kerja, petugas SKCK berusaha untuk mengutamakan pemohon daripada kepentingan pribadi. Jika jumlah pemohon melebihi kapasitas pada hari-hari biasa, petugas SKCK bersedia melakukan pengerjaan berkas di luar jam kerja. Penjelasan ini menyoroti komitmen anggota pelaksana dalam mendahulukan kepentingan pemohon selama jam kerja. Kesiapan untuk bekerja di luar jam kerja jika jumlah pemohon melebihi kapasitas menunjukkan fleksibilitas dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik.
Kemudian pada pertanyaan mengenai apakah Bapak/Ibu sudah melayani dengan sikap ramah, sikap sopan santun. Sudah, terbukti dari minimnya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan SKCK. Petugas SKCK melayani dengan sikap ramah dan sopan santun, serta memberikan berbagai fasilitas untuk kenyamanan pemohon seperti ruang bermain anak, kursi roda, payung, fasilitas baca, dan pelayanan disabilitas dengan huruf Braille. 
Penjelasan ini menegaskan bahwa pelayanan SKCK di POLRESTA Bandung dilakukan dengan sikap ramah dan sopan santun. Minimnya keluhan dari masyarakat mencerminkan kualitas positif dalam interaksi dengan pemohon. Upaya untuk memberikan berbagai fasilitas menunjukkan kepedulian terhadap kenyamanan dan kebutuhan pemohon.
Lalu pada pertanyaan mengenai apakah Bapak/Ibu sudah melayani tanpa diskriminatif (membeda-bedakan). Anggota pelaksana menganut sistem "First in First out". Siapa yang datang lebih dahulu akan dilayani lebih dulu. Prinsip ini diterapkan tanpa membeda-bedakan pemohon berdasarkan status atau kelompok tertentu. Penjelasan ini menekankan prinsip "First in First out" sebagai pendekatan yang adil dan tanpa diskriminatif dalam melayani pemohon. Penerapan prinsip ini dapat meningkatkan kepuasan pemohon dan menciptakan suasana yang adil dan transparan.
Berikutnya pada pertanyaan mengenai apakah Bapak/Ibu sudah melayani dan menghargai setiap pelanggan. Anggota pelaksana dibekali pelatihan mengenai ilmu dalam melayani masyarakat. Kami menghargai setiap pelanggan dengan menyediakan fasilitas prioritas untuk orang berkebutuhan khusus atau difabel/disabilitas, seperti loket prioritas, tempat bermain anak, kursi roda, ruang khusus menyusui, dan lain-lain. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pelayanan SKCK di POLRESTA Bandung didukung oleh pelatihan yang mencakup ilmu dalam melayani masyarakat. Upaya menyediakan fasilitas prioritas untuk pelanggan dengan kebutuhan khusus menunjukkan penghargaan terhadap setiap pelanggan.
Kemudian pada pertanyaan mengenai apakah Bapak/Ibu memiliki saran atau masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di POLRESTA Bandung. Pemohon SKCK harap pelayanan SKCK bisa lebih ditingkatkan lagi dalam hal memperbanyak server agar pelayanan dapat berjalan dengan cepat dan tidak ada kendala dalam pembayaran ke BRI-Link. Mungkin juga bisa mempertimbangkan pengadaan alat pembayaran yang lain. Dan diharapkan ada nomor antrian untuk pemohon SKCK.
Pemohon SKCK memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan SKCK di POLRESTA Bandung. Saran tersebut mencakup peningkatan jumlah server untuk memastikan kelancaran pelayanan, pertimbangan pengadaan alat pembayaran lain, dan implementasi nomor antrian untuk pemohon SKCK. Saran ini dapat menjadi masukan berharga bagi pihak kepolisian dalam usaha meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pemohon SKCK.
Selanjutnya pada pertanyaan mengenai apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait dengan pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di POLRESTA Bandung. Pemohon SKCK merasa puas dengan pelayanan SKCK di POLRESTA Bandung. Semoga ke depannya pelayanan semakin baik dan efisien. Pemohon SKCK menyampaikan kepuasannya terhadap pelayanan SKCK di POLRESTA Bandung dan berharap agar pelayanan tersebut terus meningkat dalam hal kualitas dan efisiensi. Pernyataan positif ini mencerminkan pengalaman positif pemohon dan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan standar pelayanan di masa mendatang. Terima kasih ini juga mencerminkan apresiasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian.
Analisis Kualitas Pelayanan SKCK di POLRESTA Bandung berdasarkan hasil wawancara menunjukkan sejumlah aspek positif dan langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan kualitas pelayanan yang baik. Berikut adalah beberapa poin penting yang bisa diambil dari analisis tersebut:
1. Jaminan Pelayanan yang Jelas:
Jawaban yang memberikan jaminan tepat waktu, biaya, legalitas, dan kepastian biaya menunjukkan transparansi dan keterbukaan pihak kepolisian terkait proses pelayanan SKCK. Ini adalah langkah positif untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat.
2. Komitmen terhadap Pelayanan Tepat Waktu:
Penetapan waktu spesifik untuk pembuatan SKCK baru dan perpanjangan menunjukkan komitmen terhadap pelayanan tepat waktu. Meskipun adanya situasi tertentu yang dapat mempengaruhi waktu pengerjaan, penting untuk mempertahankan komitmen ini dan memberikan informasi yang jelas kepada pemohon.
3. Fleksibilitas dalam Pelayanan:
Kesediaan untuk bekerja di luar jam kerja jika jumlah pemohon banyak menunjukkan responsibilitas dan fleksibilitas pihak kepolisian dalam menghadapi lonjakan permintaan. Hal ini dapat membantu mengatasi antrian dan memastikan pemohon dilayani dengan baik.
4. Sikap Ramah dan Fasilitas Pendukung:
Sikap ramah dan penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang bermain anak, kursi roda, dan fasilitas disabilitas menunjukkan kepedulian terhadap kenyamanan dan kebutuhan pemohon. Pelayanan yang ramah dan inklusif dapat meningkatkan pengalaman pemohon.
5. Prinsip Keadilan dan Tanpa Diskriminatif:
Penerapan prinsip "First in First out" menunjukkan komitmen terhadap keadilan dalam pelayanan, dan bahwa setiap pemohon diperlakukan tanpa diskriminatif berdasarkan status atau kelompok tertentu.
6. Pelatihan dan Penghargaan terhadap Pelanggan:
Pelatihan yang diterima oleh anggota pelaksana dan upaya menyediakan fasilitas prioritas menunjukkan pemahaman dan penghargaan terhadap kebutuhan setiap pelanggan, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Ini adalah langkah positif menuju pelayanan yang inklusif.
7. Saran dan Masukan dari Pemohon:
Saran dari pemohon, seperti peningkatan jumlah server, pertimbangan alat pembayaran lain, dan implementasi nomor antrian, adalah masukan berharga untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Pihak kepolisian sebaiknya mempertimbangkan saran-saran ini sebagai langkah-langkah perbaikan.
8. Harapan dan Kepuasan Pemohon:
Pernyataan kepuasan dan harapan pemohon mencerminkan pengalaman positif selama proses pelayanan. Ini adalah indikasi bahwa upaya pihak kepolisian telah mencapai hasil yang positif dan dapat dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
9. Rekomendasi untuk Peningkatan:
Rekomendasi yang diajukan, seperti peningkatan infrastruktur IT, sosialisasi tentang biaya tambahan, penguatan informasi nomor antrian, dan pemeliharaan sikap ramah, dapat dijadikan sebagai panduan untuk langkah-langkah perbaikan dan pengembangan ke depannya.
10. Evaluasi dan Peningkatan Kontinu:
Penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap seluruh proses pelayanan dan menerima masukan dari pemohon. Peningkatan yang berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.
Dengan mengambil langkah-langkah perbaikan dan rekomendasi yang dihasilkan dari analisis ini, POLRESTA Bandung dapat terus berupaya memberikan pelayanan SKCK yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat.

Kesimpulan 
Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian yang telah dilakuakn antara lain:Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kualitas pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di POLRESTA Bandung, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran yang tepat. Kesimpulan mencakup penilaian positif pemohon terhadap pelayanan, penghargaan eksternal, identifikasi peluang dan kendala, serta verifikasi kualitas dengan indikator layanan. Aspek positif dalam pelayanan, prinsip keadilan, dan pelatihan terhadap petugas juga menjadi sorotan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat sejumlah faktor, termasuk aspek teknis, operasional, penerapan teknologi, serta upaya dan solusi yang diterapkan oleh anggota pelaksana, yang mempengaruhi kualitas pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di POLRESTA Bandung, seperti masalah server, keterbatasan fasilitas dan personil, antrian dan kerumunan, kendala aplikasi digital (SKCK Online), serta upaya dalam penggunaan layanan online (SKCK Delivery/SKCK Online) dan peningkatan manajemen antrian dan waktu tunggu.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap kualitas pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di POLRESTA Bandung, dapat disimpulkan bahwa evaluasi dari perspektif pemohon SKCK memberikan gambaran positif, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang dilakukan sudah efektif, terbukti dari penilaian sangat baik, data survei kepuasan masyarakat, dan penghargaan dari lembaga eksternal. 
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